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ABSTRAK 

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu penerus cita-cita 
bangsa, hal ini dapat terwujud jika anak mendapatkan hak-hak mereka sebagai 
anak, seperti hak untuk hidup, berkembang, mendapatkan perlindungan dari 
kekerasan, diskriminasi, termasuk perlindungan hukum bagi anak nakal yang 
melakukan perbuatan dan dinyatakan terlarang bagi anak. Sehingga anak wajib 
menjalani proses sistem peradilan pidana yang berujung pada pemidanaan dan 
harus mengikuti pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, oleh karena itu 
dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, terdapat hak-hak anak yang harus 
dipenuhi.  

 
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah hak-hak 

apakah yang harus diberikan negara terhadap anak yang berada dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Anak. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang telah 
dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan  Anak Kutoarjo. Jenis penelitian 
adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan 
yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan 
memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang 
ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Tipe penelitian dalam 
penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisis tentang pemenuhan hak 
anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.  
 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak-hak anak dalam 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo hampir keseluruhan hak anak dapat 
terpenuhi dengan baik seperti hak melakukan ibadah sesuai dengan agama 
kepercayaanya, hak mendapat perawatan rohani maupun jasmani, hak 
mendapatkan pelayanan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, hak 
menyampaikan keluhan, hak mendapatkan bahan bacaan, hak mengikuti siaran 
media massa yang tidak dilarang, hak menerima kunjungan keluarga dan hak 
untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun hak yang kurang terpenuhi 
adalah hak mendapatkan makanan yang layak dan hak mendapatkan asimilasi 
termasuk cuti mengunjungi keluarga.  
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MOTTO 
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128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan 
orang-orang yang berbuat kebaikan. Qs An-nahl 128. 

 

 

 

Apa yang akan kita lakukan mempunyai kunci yaitu kehendak  Allah 
dan  usaha kita. Apabila perbuatan itu baik maka datangnya dari Allah 

jika perbuatan itu buruk merupakan akibat kebodohan kita. 

 

Tidak ada hal yang tak mungkin ketika kita mau melakukan dan 
menjalaninya dengan meminta pertolonganNYA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Anak adalah sebuah anugerah terindah dari Tuhan yang di berikan kepada 

manusia dari akibat hidup secara berpasang-pasangan, hal ini sesuai dengan 

firman Allah: 


	�� أزو�� � �� �� و� ��� , وا� �	��� �� ��اب �� �� ���و���! � �� أ�

" 	
# �
 � و,إ� �� � 
� آ+* � %(�) �� ' �&و�� %- �إن ذ/. '	� ا� ,إ

�23%.1 

dari hal itu barang siapa telah mendapatkan karunia berupa keturunan wajib 

menjaga nya karena dalam dirinya terdapat hak-hak asasi manusia yang telah di 

junjung tinggi dalam Undang-Undang Dasar 1945 berupa hak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi.2  

Adapun dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa 

depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak 

atas perlindungan dari tindak kekerasan serta mendapat hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

                                                             
1 Qs Faathir (35):11 
2 Undang-Undang Dasar  1945 Perubahan Kedua Pasal 28 B (2) 
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dan diskriminasi.3 Sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum bagi anak oleh 

keluarga, lingkungan dan masyarakat sekitar. 

Indonesia adalah negara yang menganut hukum Eropa kontinental atau Civil 

Law dalam melaksanakan aturan hukum harus ada undang-undang terlebih dahulu 

mengenai aturan hukum yang berlaku, salah satu aturan yang sudah dilaksanakan 

di Indonesia adalah meratifikasi konvensi hak-hak anak (Convention on the Right 

of Child) yang disetujui oleh majlis umum PBB pada tanggal 20 November 1989, 

Negara Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi 

konvensi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Konvensi ini ada 

karena masyarakat di seluruh dunia bersepakat bahwa perlindungan anak begitu 

penting, sehingga dengan adanya konvensi ini menekankan posisi anak sebagai 

makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang 

dimilikinya, hal ini terdapat dalam Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak.4  Konvensi 

hak anak sangat bagus sekali ketika butiran ayat/angka bisa dilaksanakan, 

sehingga anak tidak akan hawatir terhadap dirinya karena otomatis dia akan 

mendapatkan perlindungan.  

                                                             

 
3 Ketentuan Umum  Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 

1 ( 2) 
4 Pasal 37 memuat prinsip-prinsip antara lain :  

1.Seorang Anak tidak dikenai penyikasaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak 
manusiawi dan merendahkan martabat. 2.Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa 
memperoleh kemungkinan pelepasan atau pembebasan tidak akan dikenakan kepada Anak yang 
berusia di bawah delapan belas (18) tahun. 3.Tidak seorang Anak dapat dirampas kemerdekaannya 
secara mental dan hukum atau sewenang-wenang. 4.Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara 
hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat 
singkat atau pendek. 5.Setiap Anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara 
manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia. 6.Anak yang dirampas 
kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak 
dengan keluarganya.  
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Selain itu Lembaga Legislatif Negara Indonesia mengesahkan Undang-

Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang paling baru dan 

merupakan langkah maju, adalah ditetapkannya Undang-Undang  No. 23 Tahun 

2002 tentang  Perlindungan Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak akan tetapi Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan 

hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan pelindungan 

kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan 

undang-undang baru.5 yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, oleh karenanya Negara Indonesia memiliki kewajiban 

untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak 

yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang 

berhadapan dengan hukum. 

Dengan demikian setelah melihat undang-undang, konvensi hak-hak anak, 

prinsip-prinsip dasar hak-hak anak yang sudah di sahkan oleh lembaga-lembaga 

negara. Apakah hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pidana telah 

didapat oleh anak tersebut secara maksimal dari aparatur penegak hukum melalui 

peraturan yang mengaturnya dengan jelas. Jika kita lihat kebanyakan anak ketika 

posisinya menjadi tersangka sampai menjadi terpidana seolah-olah mereka hanya 

diabaikan dan dikucilkan oleh keluarganya, lingkungan serta penegak hukum 

yang sedang menanganinya.  

                                                             
5  Konsideran Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  

menimbang (d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara 
komprehensif memberikan pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga 
perlu diganti dengan undang-undang baru 
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Dengan terjadinya realita demikian itu, apakah peran dari penegak 

hukum/aparatur hukum untuk menerapkan apa yang menjadi hak-hak anak dalam 

hukum pidana hususnya kepada anak yang menjalani putusan pengadilan untuk 

dididik dalam pemasyarakatan (LPA) sudah  didapatkan oleh anak tersebut sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.  

Kutoarjo adalah tempat satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan Anak yang 

menjadi tempat pemasyarakatan anak wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, 

untuk itu peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemenuhan hak 

anak dalam lembaga pemasyarakatan apakah sudah dilaksanakan sesuai undang-

undang, hususnya di dalam LPA Kutoarjo, sehingga penyusun tertarik untuk 

menulis dan menyusun skripsi dengan judul: Perlindungan Hukum Bagi Anak 

Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak (Kajian Tentang Pemenuhan Hak 

Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis 

dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini agar tidak melebar dalam 

pembahasan  mengenai pemenuhan hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan 

Anak, sebagai berikut: 

1. Hak-hak apakah yang harus diberikan negara terhadap anak yang berada 

dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak? 

2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang telah dilaksanakan di Lembaga 

Permasyarakatan Anak Kutoarjo? 



5 
 

 
 

C. Tujuan dan Kegunaan  
 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan umum hususnya di bidang 

ilmu hukum agar dapat ditemukan suatu rumusan pelaksanaan  hak-hak 

anak di Lembaga  Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dan hak-hak yang harus 

dipenuhi oleh negara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

2. Praktis untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi 

petugas pemasayarakatan dalam perlindungan hak-hak anak di lembaga 

pemasyarakatan untuk masyarakat. 

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan gambaran tentang pengkajian peraturan undang-

undangan dalam mengembangkan teori-teori hukum yang berkaitan dengan 

perlindungan hak-hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak serta 

memberikan informasi tentang perlindungan dan pembinaan hak-hak anak 

dalam lembaga pemasyarakatan. 

2. Sebagai bahan pertimbangan aparatur hukum terhadap pemenuhan hak anak 

dalam lembaga pemasyarakatan agar tercapai pemenuhan sebagaimana 

mestinya dan menjadi bahan refrensi  kepada mahasiswa/mahasiswi 

Fakultas Syariah dan Hukum dalam penelitian lanjutan. 
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D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada 

sebelumnya maka penyusun melakukan analisis terhadap penelitian–penelitian 

yang telah penyusun temukan di antaranya sebagai berikut: 

Pertama hasil penelitian yang berjudul Aspek Hak Asasi Manusia Dalam 

Undang-Undang  Pengadilan Anak  2004.6 Dalam penelitian ini proses penyidikan 

yang diatur dalam undang-undang pengadilan anak masih terjadi stereotyping 

yang memposisikan anak sebagai pelaku kriminal dan belum memahami anak 

secara proposeional guna pembangunan hukum untuk menjembatani keadilan 

restoratif  antara pelaku dan korban. Perbedaan dalam penelitian yang akan 

penyusun teliti adalah tentang pemenuhan hak anak dalam sistem 

pemasyarakatan, tidak hanya dalam konteks hak asasi manusia dalam undang-

undang pengadilan anak saja. Tetapi lebih ke aspek pemenuhan  hak anak dalam 

LPA karena LPA/penjara merupakan hasil ahir dalam sistem peradilan pidana 

anak.  

Kedua  karya ilmiah yang berjudul Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di 

Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Perspektif Model Pembinaan Anak 

Perorangan (Individual Treatment Model) (Studi Pelaksanaan Pembinaan Anak Di 

LPA Tangerang Dan LPA Kutoarjo) 2009.7  Pelaksanaan individual treatment 

                                                             
6
 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Undang-

Undang Pengadilan Anak  (Jakarta:Departemen Hukum Dan HAM RI)2004 
 
7 Irma Cahyaningtyas,”Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan 

Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan(Individual Treatment Model) (Studi 
Pelaksanaan Pembinaan Anak Di Lpa Tangerang Dan Lpa Kutoarjo” Tesis Program Magister Ilmu 
Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang  2009. 
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model atau model pembinaan anak individual atau perorangan yang ada di 

Lembaga Pemasyarakatan Anak, baik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) 

Kutoarjo dan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang telah dikenal 

bentuk dari pembinaan anak secara individual adalah pembinaan secara 

keagamaan dan konseling. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pembinaan anak 

yang dilakukan dengan model pembinaan anak perorangan di kedua Lembaga 

Pemasyarakatan Anak (LPA) tidak dapat diterapkan dengan baik. Pembinaan 

yang seharusnya ditujukan untuk anak didik secara perorangan dalam prakteknya 

dilakukan oleh anak didik secara berkelompok. Perbedaan yang akan penyusun 

teliti adalah hak anak dalam LPA yang terdiri dari hak beribadah, hak perawatan 

jasmani maupun rohani, hak pendidikan, hak pelayanan kesehatan dan makanan 

yang layak, serta hak lainya yang terdapat pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang  

No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

Ketiga Skripsi dengan judul Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Komparasi 

Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak) 2005.8 Skripsi ini membahas hak anak dengan menggunakan 

perbandingan hukum antara hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dengan kesimpulan hak anak baik dalam  hukum 

islam maupun Undang-Undang No. 23 tahun 2002 bertujuan untuk kebaikan bagi 

anak agar tercapai kemaslahatan demi tercapainya keadilan sosial. Perbedaan 

dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah aspek pemenuhan hak anak yang 

                                                             
8 Insiyah Abdul Bakir Perlindungan Hak-hak Anak(studi komparasi antara Hukum Islam 

dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak) Skripsi Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005. 
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sudah dijamin oleh aparatur penegak hukum, hususnya hak-hak anak dalam 

lembaga pemasyarakatan sebagai ahir  dari proses sistem peradilan pidana anak 

apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya 

Keempat Skripsi yang berjudul Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi 

Kasus Narapidana Anak di LPA Wirogunan, Yogyakarta) 2011.9  Skripsi ini 

bertujuan untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pendidikan 

Anak di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta tahun 2011, karena 

pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya 

manusia harus diperlakukan dengan baik yang manusiawi dalam sistem yang 

terpadu tanpa kecuali, termasuk hak anak yang semestinya terpenuhi salah 

satunya pendidikan. Perbedaan yang akan penulis teliti dalam penelitian ini sangat 

berbeda baik segi waktu, obyek dan subyek penelitian yang akan diteliti oleh 

penyusun sehingga memang perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang 

perlindungan hukum bagi anak dalam sistem pemasyarakatan anak  

E. Kerangka Teoretik  

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi dan 

dipenuhi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua. Dengan kata 

lain semua lapisan yang terkandung dalam negara wajib menjaga dan melindungi 

hak-hak anak demi tercapainya cita-cita bangsa/kemajuan suatu bangsa. Salah 

satu hak anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum terdapat dalam pasal 60 

ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 mengatur mengenai hak anak yang 

ditempatkan di LPA, meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan latihan 
                                                             

9
 Erik.Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak Di Lapas 

Wirogunan, Yogyakarta) Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga 2011. 



9 
 

 
 

sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta hak lain berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut kemudian dicantumkan 

secara lebih jelas mengenai hak-hak anak pidana, anak negara, serta anak sipil 

dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan.10 Pasal 1 

angka 8 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terdapat 

batasan pengertian mengenai anak didik pemasyarakatan, adalah : 

1. Anak Pidana : 
Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LPA Anak 
paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun 

2. Anak Negara : 
Anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk 
dididik dan ditempatkan di LPA Anak paling lama sampai berumur 18 
(delapan belas) tahun 

3. Anak Sipil : 
Anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan 
pengadilan untuk dididik di LPA Anak paling lama sampai berumur 18 
(delapan belas) tahun. 

 
Dari ketiga jenis Anak didik pemasyarakatan tersebut, berdasarkan pasal 22 

ayat (1) pasal 29 ayat (1) serta pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 

1995 tentang pemasyarakatan, masing-masing jenis anak didik pemasyarakatan 

memiliki hak yang hampir sama, yaitu : 

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 
5. Menyampaikan keluhan 
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 

tidak dilarang; 
7. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya 
8. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga 

                                                             
10

 Karya Tulis Hukum Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses 
Peradilan Pidana Serafina Shinta Dewi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta 2011 hlm 22-24. 
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9. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.11 

 

Adapun  perbedaan hak dari ketiga jenis anak didik pemasyarakatan itu, 

adalah: anak negara mempunyai penambahan hak untuk mendapatkan 

pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, sedangkan anak pidana 

mempunyai penambahan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti 

menjelang bebas dan pengurangan masa pidana (remisi) sedangkan anak sipil 

tidak memiliki hak pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan pengurangan 

masa pidana. 

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana 

setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya. Adapun perlindungan anak 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi.12 Sedangkan tujuan perlindungan anak yaitu untuk 

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya 

Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.13 

                                                             
11 Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995. 
 

12
 Ketentuan Umum  Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 

1 ayat 2 
 
13 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 3 
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Terdapat berbagai pengertian tentang anak di Indonesia, dimana dalam 

berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. 

Beberapa pengertian Anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-

undangan di Indonesia antara lain adalah :  

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 : 

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun 
dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan 
sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam 
kedudukan belum dewasa. 
 

2. Menurut Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak Pasal 1 angka 2  

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum 
pernah kawin 

 
3. Menurut Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

Pasal 1 angka 1 : 

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 
belum pernah kawin. 
 

4. Menurut Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia Pasal 1 angka 5 : 

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun 
dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila 
hal tersebut adalah demi kepentingannya 
 

5. Menurut Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

Pasal 1 angka 1 :  

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.  
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6. Menurut Undang-Undang Nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) : 

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah 
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur18 
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
 

7. Anak menurut hukum adat : 

Ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang 

dipakai adalah: dapat bekerja sendiri cakap melakukan yang diisyaratkan 

dalam kehidupan masyarakat dapat mengurus kekayaan sendiri.14  Hal 

penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan 

berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya 

masyarakat. 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan 

definisi mengenai anak nakal dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : 

Anak nakal adalah : 

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau 
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik 

menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum 
lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

 
Bentuk pidana anak  berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No.3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutkan:  

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan 
pidana tambahan. 

2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah: 
a. Pidana penjara 

                                                             
14 Irma Setyowati Sumitro. Aspek Hukum Perlindungan Anak. (Jakarta: Bumi Aksara, 

1990), hlm. 19. 
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b. Pidana kurungan  
c. Pidana denda atau 
d. Pidana pengawasan. 

3. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak 
nakal dapat dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang 
tertentu dan atau pembayaran ganti rugi 

 
Adapun Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal menurut Pasal 24 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997  ialah: 

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; 
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan 

latihan kerja; atau 
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial 

kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan 
kerja. 

 
Hak anak dalam lembaga pemasyarakatan menurut Undang-Undang No.11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak terdapat dalam Pasal 4 (1) 

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak: 

1. Mendapat pengurangan masa pidana; 
2. Memperoleh asimilasi; 
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga; 
4. Memperoleh pembebasan bersyarat; 
5. Memperoleh cuti menjelang bebas; 
6. Memperoleh cuti bersyarat; dan 
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 71(1) mengenai pidana pokok bagi anak terdiri atas: 

1. Pidana peringatan 
2. Pidana dengan syarat 

a. Pembinaan di luar lembaga. 
b. Pelayanan masyarakat, atau 
c. Pengawasan. 

3. Pelatihan kerja. 
4. Pembinaan dalam lembaga dan 
5. Penjara. 
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F. Metode Penelitian 

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang 

telah direncanakan, maka untuk itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi 

sebagai pedoman dalam melaksAnakan kegiatan penelitian ini, yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 

research) adalah penelitian yang dilakukan langsung di Lembaga Pemasyarakatan 

Anak Kutoarjo sebagai satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk 

wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis 

empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan 

undang-undang yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari 

permasalahan yang ditemui dalam penelitian 

3. Sifat Penelitian 

Tipe penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian 

yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran yang jelas tentang orientasi/arah pemenuhan hak anak 

dalam lembaga pemasyarakatan Anak dan memberikan  data yang seteliti 

mungkin tentang permasalahan yang ada dalam lapangan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data memiliki peran yang sangat penting pada 

penelitian. Baik tidaknya penelitian dipengaruhi pada teknik pengumpulan data, 

adapun pengumpulan data   yang penulis gunakan sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan 

wawancara terhadap responden di lembaga pemasyarkatan anak kutoarjo dengan 

dua cara yaitu: wawancara langsung (terbuka) dengan petugas lembaga 

pemasyarakatan anak dan anak lembaga pemasyarakatan serta wawancara tidak 

langsung (kuesioner) kepada para anak didik pemasyarakatan yang selanjutnya 

dikembalikan kepada penulis untuk diolah dan dianalisis. 

b. Studi Dokumen  

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan 

melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis dengan cara 

menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang 

berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. 

c. Studi pustaka 

Untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan 

dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca 

dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan dalam 

penelitian ini. 
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5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secata sistematis 

yang diperoleh dari temuan lapangan berupa wawancara, keadaan subyek maupun 

obyek penelitian dan bahan-bahan lain yang menjadi pendukung penelitian berupa 

hasil wawancara serta hasil kuesioner sehingga dapat mudah di pahami. Analisa 

data yang penyusun gunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar 

terarah secara metodis penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:  

Bab satu terdiri dari uraian  mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metodologi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua mengenai tinjauan umum tentang hak anak dalam 

pemasyarakatan meliputi pengertian anak, perlindungan anak dalam hukum 

pidana, batasan-batasan tentang hak anak sebagai pelaku kejahatan, tujuan 

pemidanaan  

Bab ketiga merupakan gambaran umum lembaga pemasyarakatan, letak 

geografis dan keadaan fisik, visi misi LPA Kelas II A Kutoarjo, dasar pembinaan 

anak didik pemasyarakatan, sasaran pembinaan pembimbingan dan program 

strategis, struktur pegawai lembaga pemasyarakatan, data warga binaan 

pemasyarakatan, golongan jenis kejahatan, golongan umur warga binaan 
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pemasyarakatan, Golongan pendidikan warga binaan dan proses pembinaan anak 

didik LPA Kutoarjo 

Bab keempat merupakan inti dari penelitian yaitu analisis pemenuhan  hak-

hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo,serta hal-hal apa saja 

yang penulis temukan dalam lembaga pemasyarakatan anak perihal pemenuhan 

hak anak dalam LPA sebenarnya. 

Bab kelima adalah  penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari 

hasil penelitian secara keseluruhan dan diahiri dengan daftar pustaka serta 

lampiran-lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Perlindungan 

Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Pemasyarkatan (Kajian Tentang 

Pemenuhan Hak Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A 

Kutoarjo)  penulis  memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Anak nakal menurut undang-undang adalah anak yang telah melakukan 

tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang untuk 

anak sehingga perlu dibina dibimbing atau diberikan pembinaan yang baik. 

Dalam melaksanakan pembinaan melalui LPA, negara memberikan hak-hak 

anak didik pemasyarakatan sebagai berikut: melakukan ibadah sesuai 

dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan 

rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, 

mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan 

keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 

lainnya yang tidak dilarang, menerima kunjungan keluarga, penasihat 

hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana 

(remisi) husus anak pidana yang menjalani masa pidana, mendapatkan 

kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan 

pembebasan bersyarat dan mendapatkan cuti menjelang bebas. Hak ini 

diberikan kepada anak pidana dan anak negara dalam LPA serta 
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mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

2. Pada saat menjalani pembinaan, anak didik pemasyarakatan mempunyai 

hak-hak yang melekat pada dirinya, adapun pelaksanaan pemenuhan hak 

anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo sebagian besar sudah 

terlaksana, seperti hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau 

kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun 

jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan 

kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan 

bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak 

dilarang, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 

tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) husus 

anak pidana yang menjalani masa pidana, mendapatkan pembebasan 

bersyarat dan mendapatkan cuti menjelang bebas. Lembaga Pemasyarakatan 

Anak Kutoarjo sendiri sudah berusaha untuk menjalankan Pasal 22 ayat (1) 

Undang-Undang No.12 tahun 1995 Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.12 

Tahun 1995, PP No.32 Tahun 1999 dan Pasal 4 (1) Undang-Undang No 11 

Tahun 2012 kecuali Hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk 

cuti mengunjungi keluarga. Memang belum pernah diberikan kepada anak 

didik pemasyarakatan 
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B. Saran 

1. Hak anak merupakan masalah serius yang harus mendapatkan perhatian 

penuh oleh pemerintah sebab anak yang berhadapan dengan hukum adalah 

anak yang dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana atau terlarang bagi 

anak sehingga harus didik dalam LPA agar bisa menjadi anak baik dan 

dapat diterima oleh masyarakat. Akan tetapi jika hak-hak mereka tidak 

dipenuhi dan pada saat pembinaan tidak mendapatkan pembinaan yang baik 

maka tidak salah jika anak tersebut mengulangi perbuatannya sehingga 

membuat resah di masyarakat. 

2. Menambah jumlah lembaga pemasyarakatan anak sesuai jumlah kabupaten / 

kota di Indonesia. Jika hal ini dibiarkan berdampak orang tua jarang untuk 

membezuk mereka, karena orang tua memiliki peran yang sangat andil 

dalam mendidik anak-anaknya. 

3. Menambah pengetahuan para aparat penegak hukum dalam penanganan 

kasus anak dan mempersiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar 

khusus dibentuk untuk menangani kasus anak. 
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HALAMAN TERJEMAHAN 

 

11.  Dan Allah menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari air mani, Kemudian 
dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada 
seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan 
dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang 
yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah 
ditetapkan) dalam Kitab (Lauh mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi 
Allah adalah mudah. 
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